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PUTUSAN

Nomor 612/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan
putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Patoameme, 07 Agustus 1998, agama
Islam, pekerjaan xxXx XxXxx xXxxxx, pendidikan SLTP,
tempat kediaman di XXX XXXXXXX XXXXX XXXX XXXXXX XXXX
XXXXXX XXXXX XXXX, XX X XX X, XXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXX

XXXX XxXxXxX, Kota Gorontalo, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 25 September 1990, agama
Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxxx, pendidikan S1, tempat
kediaman di Desa XXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXX, XXXX

XXXXXXXXX, sebagai Tergugat;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;
DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugatdengan surat gugatannya tertanggal
Oktober 2022yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalopada
tanggal 27 Oktober 2022 dengan register perkara Nomor /Pdt.G/2022/PA.Gtlo,

mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
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1. Bahwa pada tanggal 16 Februari 2019, Penggugat dan Tergugat telah
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada
Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo,
sebagaimana sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor:
129/Kua.30.06.04/PW.01/10/2022, tertanggal 26 Oktober 2022;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orang
tua Tergugat sampai pisah dan sudah di karuniai 1 anak yang bernama Naylla Putri
Luawo binti Rumyusran T. Luawo usia 3 tahun;

3. Bahwa sejak Juni 2022 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai
tidak harmonis disebabkan karena :

- Bahwa Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga.
Danpuncak kejadian pada bulan Juni tahun 2022 Tergugat telah
melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga dengan cara
menampar, mencekik leher, menarik rambut, membanting tubuh,
bahkan mengancam Penggugat menggunakan senjata tajam kepada
Penggugat;

- Adapun penyebab Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga
adalah karena Tergugat memiliki emosional tinggi sehingga mudah
marah walau disebabkan hal sepele;

- Akibat kekerasan dalam rumah tangga tersebut Penggugat/anak
Penggugat mengalami memar dibagian badan, bengkak hingga luka
bagian rahang dan tenggorokan;

4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah berulang kali terjadi
puncaknya pada bulan Juli 2022 dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat
dan tinggal dirumah kakak kandung Penggugat sebagaimana alamattersebut
diatas selama kurang lebih 3 bulan hingga sekarang dan selama itu antara
Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan lahir maupun batin;

5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk
mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan
Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak
Ketua Pengadilan Agama Gorontalo kiranya berkenan menerima dan memeriksa
perkara ini;

6. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
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Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak
Ketua Pengadilan Agama Gorontalocq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan
memutuskan sebagai berikut :

Primer
1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (RumyusranT. Luawo bin Tani Luawo)
terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku; Subsider:
Subsider
- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et
bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah
hadir sendiri menghadap di persidangan kecuali pada sidang pembuktian dan pembacaan
putusan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugatdan Tergugatuntuk menempu
upaya mediasi, nhamun sesuai laporan Mediator (Drs. Muh. Hamka Musa, MH) tanggal 06
Desember 2022, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan
Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum
dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatanPenggugat yang isi dan maksudnya tetap
dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatanPenggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan

jawaban dan tidak pernah datang lagi menghadap dipersidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-

alat bukti sebagai berikut :
A. Surat
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Kota Timur, Kota
Gorontalo, Nomor 129/Kua.30.06.04/PW.01/10/2022 Tanggal 26
Oktober 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim,
dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen,
kemudian diberi kode bukti (P).
B. Saksi
Saksi 1 SAKSI 1, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx
XXXXX XXXXXX, bertempat tinggal di KABUPATEN GORONTALO, di bawah sumpah,

memberikan keterangan sebagai berikut:
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- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, mereka adalah pasangan
suami isteri yang sah;

- Bahwa yang saksi lihat awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat
dalam keadaan rukun, setelah itu sejak bulan Juni 2022 rumah tangga
Penggugat dan Tergugat tidak lagi rukun karena ulah Tergugat yang suka
memukul Penggugat;

- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar,
bahkan saksi pernah melihat bekas pukulan di wajah Penggugat;

- Bahwa yang saksi lihat saat ini Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal
serumah, selama 4 bulan lamanya;

- Bahwa saksi pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat,
akan tetapi tidak berhasil;

Saksi 2 SAKSI 2, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx

XXXXX XXXXXX, bertempat tinggal di KABUPATEN GORONTALO, di bawah sumpah,

memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, mereka adalah pasangan
suami isteri yang sah dan telah dikaruniai seorang anak;

- Bahwa yang saksi lihat awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat
dalam keadaan rukun, setelah itu sejak bulan Juni 2022 rumah tangga
Penggugat dan Tergugat tidak lagi rukun karena ulah Tergugat yang suka
memukul Penggugat;

- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar,
bahkan saksi pernah melihat bekas pukulan di wajah Penggugat;

- Bahwa yang saksi lihat saat ini Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal
serumah, selama 4 bulan lamanya;

- Bahwa saksi pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat,
akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima
dan membenarkan sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak
hadir;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak
mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang

tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan

dari isi putusan ini;
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PERTIMBANGAN HUKUM
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatanPenggugat adalah

sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan
Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk
berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh
Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan
demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah
Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan
Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi Mediator (Drs. Muh. Hamka
Musa, MH) tanggal 06 Desember 2022, ternyata mediasi tidak berhasil, sehingga pemeriksaan
perkara dilanjutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa
pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat
(2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan
cerai karena bulan Juni 2022 antara Penggugat dan Tergugat
mulai tidak harmonis karena Tergugat telah melakukan
Kekerasan Dalam Rumah Tanggacara menampar, mencekik
leher, menarik rambut dan membanting tubuh Penggugat,
karena Tergugat memiliki emosional yang tinggi dan mudah
marah, dank arena pertengkaran tersebut Penggugat pergi
meninggalkan Tergugat yang sampai sekarang telah berlangsung

selama 3 bulan dan selama berpisah tempat tinggal antara
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Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi

menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang,bahwa berdasarkan pokok gugatan Penggugat dan jawab-
menjawab sebagaimana diuraikan sebelumnya, maka Pengadilan berpendapat
bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah
benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi,
karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah bersifat terus

menerus sehingga sudah sulit untuk dirukunkan lagi ;

, bahwa untuk membukikan dalil-dalil gugatannya,
Penggugat telah mengajukan bukti yang bertanda P dan 2 orang

saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta
Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik,
bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya,
maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut
menerangkan bahwa Penggugattelah menikah dengan Tergugatpada tanggal
Februari 2019, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat,
sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa
Penggugatdengan Tergugatadalah suami istri sah, menikah pada tanggal
Februari 2019, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum

Islam;

Menimbang, bahwa Penggugatjuga telah mengajukan saksi-saksi yaitu:
SAKSI 1dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana
telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang
memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi
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keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh
para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu
sama lain dan relevan dengan dalil-dalii yang hendak dibuktikan oleh
Penggugatserta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut,
maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga
keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat
diterima;

Menimbang,bahwa terhadap keterangan dua orang saksi tersebut di
atas, berdasarkan pengetahuan langsung mengenai keadaan rumah tangga
Penggugatdengan Tergugatselama keduanya terikat dalam perkawinan, untuk
itu terhadap keterangan saksi-saksi tersebut dinilai oleh Majelis Hakim telah
memenuhi syarat materil suatu kesaksian sebagaimana dimaksud oleh
ketentuan Pasal 308 R.Bg, dengan demikain terhadap keterangan saksi-saksi
Penggugattersebut sepanjang berkaitan dengan dalil-dalil
gugatanPenggugatdapat diterima dan bernilai pembuktian serta pula telah

memenuhi syarat minimal pembuktian;

Menimbang,bahwa berdasarkan uraian pertimbanganbukti-buktiserta
pengakuan Penggugat dan Tergugat dalam persidangan Majelis Hakim
menemukan fakta-fakta hukum yang dinilai terbuktisebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam

perkawinan yang sah;
- Bahwa selama terikat dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah

dikaruniai seorang anak perempuan bernama Nayla Putri, umur 3 tahun yang

saat ini berada dalam asuhan dan pemeliharaan Tergugat ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Penggugat tidak rukun dan harmonis lagi,

yang disebabkan Tergugat, sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga

(KDRT) terhadap Penggugat;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah selama 4

bulan karena Penggugat telah meninggalkan Tergugat ;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan lagi

dalam satu rumah tangga;
Menimbang,bahwa dari uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas,

Majelis Hakim menilai bahwa secara yuridis gugatanPenggugatmerujuk pada
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ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.
Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan
pertengkaran bersifat terus menerus yang melanda rumah tangga
Penggugatdan Tergugat, sehingga tidak ada harapan untuk dirukunkan

kembali;

Menimbang, bahwa abstraksi hukum dari ketentuan tersebut
mengandung unsur adanya pertengkaran dan perselisihan berkelanjutan yang
berakibat terganggunya kerukunan dan keharmonisan dalam rumah tangga;

Menimbang,bahwa menurut Majelis Hakim, terminologi yuridis
perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang dimaksudkan oleh
ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.
Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tidak menempatkan setiap item
peristwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga sebagai peristiwa
tunggal yang berpisah secara mutlak sehingga tidak terkait dengan peristiwa-
peristiwa lainnya, akan tetapi perselisihan dan pertengkaran dipandang secara
komprehensif dan integratif sebagai akumulasi peristiwa-peristiva hukum
selama suami dan isteri terikat dalam perkawinan yang pada akhirnya
menyebabkan hubungan keduanya menjadi tidak harmonis dan berakibat
pecahnya perkawinan (broken marriage). Artinya bahwa perselisihan tidak
difahami terbatas pada peristiwva hukum vyang terakhir kali terjadi yang
menyebabkan salah satu diantaranya berkeinginan untuk bercerai.;

Menimbang, bahwa berdasarkan terminologis yuridis diatas, perselisihan
dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat harus ditempatkan dan
dinilai dalam satu rangkaian peristiwva yang utuh yang terjadi dalam rumah
tangga Penggugat dan Tergugat hingga akhirnya Penggugat tidak sepakat lagi

membangun rumah tangga yang baik bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap
dalam persidangan, secara umum Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat
dengan Tergugat telah berbeda cara pandang dan sikap dalam menjalani
kehidupan rumah tangganya, dimana Penggugat berharap Tergugat dapat
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menghargai Penggugat sebagai seorang isteri dan diperlakukan dengan baik,
namun sebaliknya Tergugat tidak menunjukan sikap yang membuat Penggugat
merasa nyaman berada disisinya.Perbedaan pandangan dan sikap itu akhirnya
menyatu dan menyebabkan Penggugat tidak ingin lagi hidup bersama dengan
Tergugat dengan demikian, telah nyata bahwa Penggugat sudah tidak satu visi,
berbeda sikap, serta tidak bersepakat lagi menjalani kehidupan rumah tangga
bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum Tergugat sering memukul Penggugat
adalah sebagai tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan
merupakan persoalan yang serius, hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam
Pasal 19 huruf (d) PeraturanPemerintahNomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116
huruf (d) Kompilasi Hukum Islam serta telah bertentangan dan melanggar
ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sebab perbuatan Tergugat
terhadap Penggugat dapat berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan
secara fisik dan psikologis, karena telah melakukan perbuatan, pemaksaan,
atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah
tangga;

Menimbang,bahwa selama menjalani proses persidangan, tidak
tampak dari diri Penggugatrasa penyesalan dan ingin merubah keputusannya
untuk bercerai sekalipun Majelis Hakim telah sungguh-sungguh dan senantiasa
mendamaikan pihak berperkara dengan cara menasehati Penggugatpada
setiap persidangan, maka berdasarkan fakta hukum tersebut dapat disimpulkan
bahwa keinginan dan tekad Penggugatuntuk bercerai dengan Tergugatsudah
bulat dan tidak dapat dielakkan lagi, oleh karena itu menurut pendapat Majelis
Hakim bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga)
yang bahagia, sakinah, mawadahdan rahmahsebagaimana ketentuan Pasal 1
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi
Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum
Islam, tidak dapat diwujudkan oleh Penggugatdan Tergugatdalam rumah

tangga;
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Menimbang, bahwa keengganan penggugat untuk mempertahankan
rumah tangganya dengan tergugat, dinilai sebagai sikap tidak senangnya lagi
penggugat kepada tergugat, dan karena itu majelis hakim memandang perlu
mengutip referensi figh dalam kitab Ghoyatul Maram dan mengambil alih

menjadi pertimbangan majelis sebagai berikut:

il polill ade 51l lezg ) azgill aie, e Sail ols
Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada
suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan

talak satu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut,
maka telah terdapat cukup alasan hukum bagi Pengadilan untuk mengabulkan
gugatan Penggugat, dengan menjatuhkan Talak Satu bain sughraadari
Tergugat kepada Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf
(c) Kompilasi Hukum Islam;

, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan
Agama Gorontalo adalah talak satu bain sugra, maka
sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum
Islam, bekas istri () meskipun dalam masa iddah tidak boleh
rujuk dengan bekas suaminya (), tetapi keduanya boleh

melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang
perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang

Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini;
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MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat
(PENGGUGAT);

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. .
0000,- (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama
Gorontalopada hari Rabutanggal Desember 2022Masehi bertepatan dengan tanggal
Zumadil Awal 1444Hijriah oleh Drs. H. Mursidin, M.Hsebagai Ketua Majelis, Drs.
Syafrudin Mohamad, MH dan Djufri Bobihu, S.Ag, SH,masing-masing sebagai Hakim
Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk
umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh
Drs. Narlan Salehsebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugatdi luar

hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota Ketua Majelis,

Drs. Syafrudin Mohamad, MH Drs. H. Mursidin, M.H

Djufri Bobihu, S.Ag, SH

Panitera Pengganti,

Drs. Narlan Saleh

Perincian biaya :
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- Pendaftaran :Rp 30.000,00
- Proses 'Rp 60.000,00
- Panggilan :Rp 580.000,00
- PNBP ‘Rp 20.000,00
- Redaksi :Rp 10.000,00

- Meterai :Rp 10.000.00

Jumlah 'Rp 710.0000,-

(tujuh ratus sepuluh ribu rupiah).
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